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A. Dasar Hukum
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang ~

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang - Undang :

a. Pasal 22A, Ayal (1) "Pengawasan penyelenggaraan Pemiihan menjadi tanggung
jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsl, dan Panwas Kabupaten/Kota®;

b. Pasal 22A, Ayat (2) * Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubemur dan
Wakll Gubemur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi®;

c. Pasal 22A, Ayat (3) "Pengawasan penyelenggaraan pemiihan Bupatl dan Wakil
Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas
Kabupaten/Kota®; dan

d. PAsal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah *mengawasl
tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi, pelaksanaan pengawasan
rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS",

. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang

Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati

dan Wakil Bupatl, serta Wallkota dan Wakil Walikota:

a. Pasal 4 "Hari Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dihitung sejak har saat
pengawas Pemilihan mengetahui dan/atau menemukan dugaan Pelanggaran
Pemilihan®;

b. Pasal 5 Ayat (1) “Laporan hasil pengawasan disampaikan dalam rapat pleno untuk
menentukan terdapat ada atau tidaknya dugaan pelanggaran®;

c. Pasal 5 Ayat (2) “Terhadap laporan hasil pengawasan yang diduga adanya
Pelanggaran Pemilihan ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan rapat pleno
pengawas Pemilihan®: dan

d. Pasal Ayat (3) "Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memeperhatikan syarat sebagal berdkut: a. penemu dugaan pelanggaran
merupakan pengawas pemilihan; b, waktu Temuan tidak melebihl ketentuan batas
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waktu paling lama 7 (lujuh) hari sejak diketahul dan/atau ditemukan; c. identitas
pelaku; dan d. Peristiwa dan uralan kejadian, yang dituangkan dalam formulir
model A.2°,
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
a. Pasal 1, angka 12 *Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provins!, Bawaslu
% Kabupater/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas
TPS, dan Penwaslu LN", dan

b. Pasal 8 ayat (1) *Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu
Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir
Model A",

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Komisl Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilhan Umum, Komisi Pemilihan Umum ProvinsiKomisi Pemiihan
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tala Kerja Paniia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati Dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Paraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

| Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan

Tata Kerja Pamitia Pemilihan Kecamatan, Panita Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisl Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020,

B. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota
sebagaimana amanat Undang —~ Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pentapan Peraturan

' Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
' Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang — Undang dan akan dilaksanakannya

Pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tenlang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 [Tahun 2019 tentang Tehapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Bersama Inl disampaikan hal - hal
sebagai berikut :
1. Bawaslu Provins| Sulawesl Utara {elah menginstruksikan kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota dan |ajaran pengawas pemilu dibawahnya untuk melakukan

pengawasan rekrutmen PPK,PPS dan KPPS pada Pemiihan Gubernur dan Wakil
Gubemur Tahun 2020,
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2.

Tembusan

Bawasyy Provinsi Sulawe

B e si Utara menghimbau kepada KPU Provinsl Sulawes! Utara
lajarannya untuk me

Ketenty laksanakan rekrutmen PPK,PPS dan KPPS sesuai dengan
an peraturan perundang-undangan yang beraku.

Demiki c .
mikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Terima Kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PRQVINS!I SULAWESI UTARA

l.  Ketua Bawaslu RI di Jakarta

2. Amip
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